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BAB II 

EFEKTIFITAS ZAKAT PRODUKTIF 

A. POKOK-POKOK ZAKAT 

Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, 

berkah, tumbuh dan berkembang.
1
 Dalam kitab-kitab hukum Islam 

perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta 

berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka 

menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan 

berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan 

bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).
2
 

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah 

harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan 

oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
3
 

Zakat bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana tercermin 

dalam firman Allah Swt. Berikut : 

         

                                                           
1
 Didin Hafidhudhin. Msc, Panduan tentang Zakat, Infak, Shadaqah, 

Jakarta : Gema Insani Press, 1998, Hlm: : 13 
2
 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, jakarta : UI-

Press, 1998, Hlm: 41 
3
 Didin Hafidhudhin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, 

Shadaqah, jakarta : gema Insani Press, 1998, Hlm: 13 
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“ Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,”
4
 

 

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta 

orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat 

adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara 

tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.  

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya 

akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan 

mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui 

dalil-dalil qathi‟i (pasti dan tegas) yang terdapat pada Al-Qur’an dan 

Hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah 

disepakati oleh ulama (ijma‟).
5
 

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap 

muslim secara individu atau kelompok (badan hukum) yang mampu 

untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak 

menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan 

sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan 

kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
6
 

 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahanny Edisi Revisi 

Terbaru, Surabaya: Karya Agung, 2006, Hlm: 896 
5
 El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap : Segala Hal Tentang Kewajiban 

Zakat dan Cara Membaginya, Diva Press, 2013, Hlm: : 13-16 
6
 Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat 
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Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis 

dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi 

tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering 

disebut sebagai ibadah maliyah ijtima‟iyah maksudnya adalah 

ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga harus di 

aktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat 

sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang 

memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan 

diturunkannya risalah Islam kepada manusia. 

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat 

dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek 

pengelolaan, pemungutan dan penyalurannya. Demikian pulan 

secara historis semenjak nabi dan pemerintahan Islam zakat 

merupakan persoalan yang urgen untuk di atur. Sejalan dengan 

perkembangan pemikiran dikalangan umat Islam perjuangannya 

untuk membumikan Islam kedalam kehidupan bermasyarakat 

masalah ini kemudian dibakukan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat. 

Ketika UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini 

ditetapkan dan diberlakukan. Masyarakat berharap banyak bahwa 

zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun 
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pendistribusiannya. Konsekuensi undang-undang itu adalah 

mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif.
7
 

a. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah 

berzakat, diantaranya ialah : 

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya 

memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit 

dan kikir. 

2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah 

rasa cinta dan dan kasih sayang sesama muslim. 

3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi 

kemiskinan. 

4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-

penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta 

menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin 

terhadap orang-orang kaya. 

6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
8
 

 

                                                           
7
 Didin Hafidudin, Islam Aplikatif, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, 

Hlm: : 103 
8
 Ibid, Hlm: : 17 
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b. Syarat-Syarat Zakat 

Adapun syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut : 

a. Beragama Islam 

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, 

beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak 

menunaikannya. 

2. Mencukupi Nisab 

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh 

syariat sebagai batas minimal masing-masing harta yang 

dizakati akan diuraikan secara detail pada bagian selanjutnya. 

Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan 

seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada 

nisab yang telah ditentukan, amak ia belum dianggap sebagai 

orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan 

zakat. 

3. Berlalu satu haul atau satu tahun 

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu 

tahun dengan menggunakan penanggalan hijriyah untuk 

kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab.
9
 

                                                           
9
 Ibid, Hlm: : 19-21 
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d. Sasaran Zakat 

Zakat mal dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada 

delapan golongan. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, amil (pengurus) zakat, mualaf, budak, orang yang 

berutang, orang yang berjuang dijalan Allah (fi sabilillah), dan 

ibnu sabil. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Qur’an 

surat At-Taubat ayat 90 :
10

 

                  

                   

                     

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”
11

 

 

B. PENGERTIAN EFEKTIFITAS 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, 

                                                           
10

 Ibid, Hlm: : 155-156 
11

 Departemen Agama RI, Al Qur‟an..., Hlm: 264 

http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html
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akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, 

daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada 

dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau 

senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun 

sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas 

menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih 

melihat pada bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan 

membandingkan antara input dan outputnya.
12

 

Efektifitas juga dapat diartikan menunjukkan taraf 

tercapainya suatu efektif apabila usaha itu telah mencapai tujuannya. 

Secara ideal taraf efektifitas dapat dapat dinyatakan dengan ukuran-

ukuran pasti.
13

  

Efektifitas bisa di artikan sebagai berikut: 

1. Hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu 

dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan 

atau pencapaian tujuan.
14

  

                                                           
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm: 33 
13

 Pringgodogjo, Ensiklopedia Umum, Yogyakarta: Yayasan Kanisius 

Purwanto, 1973, hlm: 29 
14

 Amin Tunggal Wijaya, Manajemen suatu Pengantar, Jakarta: Rinek

a Cipta Jaya, , 1993, hlm: 32 



 

26 
 

 

2. Pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebut

uhan dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektifitas juga diistila

hkan dengan “berhasil guna”.
15

 

3. Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artinya 

apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat ter

gantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan teru

tama menjawab tentang bagaimana melaksanakan serta berapa bi

aya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut.
16

 

Lebih ditegaskan lagi bahwa efektifitas adalah keadaan yang 

menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan dapat tercapai, se

makin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pada kegi

atan tersebut.
17

  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan e

fektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan 

kerja yang ditetapkan. Efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaa

n tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu t

ugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tu

gas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yan

                                                           
15

 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990, hlm: 126 
16

 Siagian Sondang P, Organisasi Kepemimpinan  dan Perilaku Admin

istrasi, Jakarta : Gunung Agung, 1996, hlm: 19 
17

 Madya, Eko Susilo, dan  Kasihadi, Dasar-dasar Pendidikan, 

Semarang: Effhar Offset, 1985, Hlm: 54 
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g dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian 

tugas yang telah ditentukan sebelumnya.  

C. PENGERTIAN EKONOMI 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dan 

masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-

persoalan yang bersifat ekonomi yaitu persoalan yang menghendaki 

seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu kegiatan ekonomi.
18

 

Oleh karenanya maka dibutuhkan ilmu ekonomi. 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
19

 Sedangkan 

ekonomi adalah sebuah kata yang berasal dari kata yunani (oikos) 

yang berarti keluarga, rumah tangga dan (nomos) yaitu aturan, 

hukum. Maka secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga.
20

 

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan 

tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan 

sumber – sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-

barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan 

                                                           
18

 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Cet. III, 2003, hlm: 4 
19

 Http : // id.wikipedia.org/wiki/ilmuekonomi 
20

 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi, Jakarta: Erlangga, Jilid 1, 

2000, hlm: 2 
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konsumsi. Dengan demikian obyek kajian ekonomi adalah perbuatan 

atau perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, 

distribusi dan konsumsi.
21

 

Menurut kamus lengkap ekonomi, economy (ekonomi) 

didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan produksi dan konsumsi 

yang saling berkaitan.
22

 

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan 

perekonomian adalah sebuah sistem yang ada pada masyarakat baik 

itu dalam skala kecil maupun besar yang mengatur keadaan rumah 

tangganya (ekonominya).
23

 

Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidak 

seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan 

alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Hal inilah yang 

menyebabkan kelangkaan. Masalah kelangkaan atau kekurangan 

berlaku sebagai akibat dari ketidak seimbangan antara kebutuhan 

masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam 

masyarakat. Di satu pihak masyarakat selalu terdapat keinginan yang 

relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa 

                                                           
21

 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002, hlm: 5 
22

 Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi, Gita Media 

Press, Cet. 2, 2003, hlm: 126  
23

 Sadono Sukirno, Pengantar Terori Ekonomi Mikro, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Cet. III, 2003, hlm: 31 
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yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan dilain pihak sumber-

sumber daya atau faktor produksi yang dapat di gunakan untuk 

menghasilkan barang-barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh 

karenanya, masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati 

semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Maka perlu 

membuat dan menentukan pilihan.
24

 

Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi bukanlah ilmu, 

akan tetapi cita-cita ilmu. Beliau mengutip pendapat dari pakar 

ekonomi, John S. Cambs mengatakan bahwa ekonomi bukanlah ilmu 

melainkan hanya sekedar harapan ilmu.
25

 Walaupun demikian, pada 

hakikatnya adalah sama yaitu tentang kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Oleh karenanya 

dibutuhkan suatu manajemen yang baik dalam rumah tangga. 

D. ZAKAT PRODUKTIF 

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan 

pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau 

dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai 

ekonomis.  

UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat 

produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam 

                                                           
24

 Ibid, hlm: 5 
25

 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Islam, Jakarta: Gema Insani, 

1997, hlm: 27 
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bentuk zakat konsumtif yang terpenuhi. Zakat produktif memiliki 

nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung 

makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat 

mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal 

usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, 

dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib 

membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang 

dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi 

kebutuhan zakat konsumtif. 

Dapat dikatakan bahwa bagi mustahik yang lemah fisik dan 

akalnya karena sebab sudah tua atau masih anak-anak, maka 

disalurkan oleh orang lain dengan sistem syirkah. Sedangkan bagi 

mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, serta memiliki 

kecakapan dalam berusaha yang didapat dari pengalaman atau 

pelatihan, maka yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah 

diberi zakat produktif, dengan pendampingan, pembinaan, dan 

pengawasan dari amil. 

Imam al-Syairazi mengatakan bahwa seorang fakir yang 

mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi 

modal dagang. Imam an-Nawawi dalam Sirah al-Muhazzab merinci 

perkataan Imam al-Syairazi bahwa penjual roti, penjual minyak 

wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi 

uang untuk membeli alat-alat yang sesuai. Ahli jual beli diberi zakat 
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untuk membeli barang-barang dagangannya yang hasilnya cukup 

untuk sumber penghidupan tetap. 

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat 

secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak 

berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki 

kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, 

penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat 

dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
26

 

E. PELATIHAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGAWASAN 

a. Pelatihan  

Pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan 

yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik 

teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, 

dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab 

why. Latihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan 

berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how.
27

 

Pelatihan dan pengembangan merupakan kegiatan yang 

bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, 

keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan 

                                                           
26

 Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, Semarang : CV. Karya Abadi 

Jaya 2015, hlm: 85 
27

 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2003 
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keinginan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan ditujukan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja para 

karyawan.
28

 

Mengutip Raymond Noe, pelatihan merupakan usaha 

yang direncanakan oleh perusahaan (organisasi) untuk 

memfasilitasi pembelajaran kompetensi karyawan yang 

berhubungan dengan pekerjaan.
29

 Dan mengutip Bernardin, 

pelatihan (training) merupakan segala kegiatan untuk 

meningkatkan kinerja individu atau pegawai sesuai dengan 

pekerjaan atau jabatan yang dipegangnya atau berhubungan 

dengan iugas saat ini.
30

 

Pengembangan juga merupakan upaya memberikan 

kemampuan kepada karyawan yang di perlukan organisasi di 

masa yang akan datang.
31

 

Sedangkan mengutip Noe, pengembangan dapat berupa 

pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan interpersonal 

atau peniIaian personality serta kemampuan untuk membantu 

pegawai mempersiapkan masa depan.
32
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 Ike Kusdiyah Rachmawati, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008, hlm: 110 
29

 Sudarmanto, Kinerja Pengembangan Kompetensi SDM, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm: 228 
30

 Ibid,hlm: 228 
31

 Kaswan, Kinerja Pengembangan Kompetensi, PT Indeks, 2012, 

hlm: 2 
32

 Sudarmanto, Kinerja Pengembangan..., hlm: 229 
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b. Pendampingan 

 Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 

fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan 

program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat 

(community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai 

pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, 

sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat 

sendiri. 

 Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum 

digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, 

sehingga mampu mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian 

dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari 

alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan 

sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan 

dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan 

pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Pendampingan 

merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan 

program pemberdayaan masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia 

untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk 

mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh 
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masyarakat dan untuk masyarakat. Pendampingan adalah 

kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam 

mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan 

selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif 

pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas 

masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan 

berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu 

mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. 

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa pendampingan 

bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas 

lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan 

masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan 

mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa 

yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya. 

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari 

pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk 

menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk 

menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat 

yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan 

merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok 

yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang 



 
35 

 

 

didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan 

komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan 

kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka 

menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, 

berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki.
33

 

c. Pengawasan  

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya 

adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut 

controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan 

pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya 

daripada pengawasan. Akan tetapi, dikalangan ahli atau sarjana 

telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan. 

Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.
34

 

Pengawasan dikaitkan dengan manajemen bahwasanya di 

dalam manajemen ada sejumlah fungsi yang penting dari 

manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi 

beserta dengan pengawasannya. Fungsi manajemen mempunyai 

kedudukan penting yang menggambarkan kinerja secara utuh dan 
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sebuah proses administrasi dengan segala dimensi yang 

menyertainya. 

 

F. PENTINGNYA ZAKAT PRODUKTIF 

Pemberdayaan zakat kepada mereka yang berhak 

menerimanya yang diwujudkan dalam bentuk modal untuk 

mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, pedagang kecil, 

menengah, dan besar, baik perorangan atau kelompok serta 

pembangunkan proyek-proyek sosial keagamaan maupun umum. 

dengan demikian, zakat tidak sekedar berfungsi sebagai proses 

“transfer” kekayaan dari kelompok surplus ke kelompok minus yang 

bersifat konsumtif, tetapi yang terpenting diusahakan untuk kegiatan 

produktif kepada masyarakat ekonomi kecil (lemah) agar mereka 

dapat meningkatkan usahanya, yang pada gilirannya mereka dapat 

hidup lebih sejahtera dari sebelumnya.
35

 

zakat produktif bertujuan mencegah berputarnya harta 

kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja, Allah berfirman 

dalam Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7 : 
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               

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya di antara kamu.”
36

 

Tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan 

kesejahteraan secara ideal dalam kehidupan sehari-hari. Atau paling 

tidak, menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam 

masyarakat. Tujuan ini memberi kesempatan kompetitif bagi 

masyarakat ekonomi kecil meningkatkan pendapatannya, melalui 

pengkucuran modal usaha untuk mengmbangkan sumber-sumber 

ekonomi yang potensial. 

Khalifah Umar Bin al-Khathab, ketika memberikan zakat 

kepada yang mustahik dari hasil pengumpulan zakat, tidak sekedar 

untuk memuhi kebutuhan perutnya saja (konsumtif), malainkan juga 

disediakan sejumlah modal usaha untuk kegiatan produktif. Dengan 

demikian zakat produktif ini diarahkan kepada pengadaan modal 

umat, baik secara individual maupun secara komunal, sehingga pada 

dilirannya umat Islam dapat mengembangkan taraf hidupnya secara 

ideal. Jadi, zakat bila diintegrasikan dengan kegiatan produksi dan 

dari kegiatan produksi itu, misalnya uang yang tadinya diberikan 

sebagai modal bisa diusahakan untuk dikembalikan secara 

berangsur-angsur sehingga modal tersebut dapat digulirkan kepada 
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mereka yang membutuhkannya (tanpa bunga) untuk 

mengembangkan usahanya.
37

 

Pendayagunaan Zakat mengarah kepada yang bersifat 

produktif, pada kondisi dewasa ini kiranya dapat dipertimbangkan, 

sebab syari’at tidak menetapkan cara untuk mendayagunakan zakat 

secara tertutup. Dengan demikian, dimungkinkan untuk 

menginventarisasikan zakat dengan cara yang dibenarkan syara’. 

Penyebutan “‟Amilina „Alaiha” dalam ayat 60 surat At-Taubah 

mengisyaratkan pengelolaan zakat diserahkan kepada amil agar 

tujuan zakat dapat dicapai. Artinya bahwa penyaluran zakat kepada 

delapan golongan itu dimaksudkan agar mereka dapat menghidupi 

dirinya dan keluarganya. Karena itu, akan lebih optimal manakala 

disediakan modal usaha sehingga mereka lebih produktif, dan pada 

saat tertentu mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi sebagai 

penyalur zakat.
38

 

Kondisi dewasa ini, di Indonesia ada dua departemen yang 

dipandang sangat berkompeten mengembangkan sumber daya 

manusia (SDM), khusus yang berkaitan dengan peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan umat, yaitu Departemen Sosial dan 

Departemen Tenaga Kerja. Kedua departemen ini tidak henti-

hentinya mendidik/melatih orang-orang untuk melahirkan tenaga 
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terampil pada bidangnya masing-masing. Namun, tenaga terampil ini 

jika tidak ditunjang dengan permodalam yang memadai maka 

keterampilan yang telah diperoleh selama dalam 

pendidikan/pelatihan tidak dapat dikembangkan secara ideal. 

Apalagi, jika yang dididik/dilatih itu adalah mereka yang tergolong 

miskin.
39

 

Zakat yang dibayar oleh seorang muslim kepada negara 

“Ulil Amri” diperuntukan bagi kemaslahatan orang-orang miskin, 

dan untuk kepentingan agama dan umum, demikian pendapat yang 

dikemukakan oleh Muhammad Mahmud Bably. Justru itu, 

pemugaran dan pembangunan masjid dari hasil pengumpulan zakat 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, karena 

agama Islam tetap memberikan dan selalu mendorong umatnya 

untuk menciptakan kemaslahatan umum.
40

 

Pengalihan fungsi zakat dari konsumtif ke produktif 

mendorong umat agar bersungguh-sungguh mencari hikmah zakat 

dan manfaat zakat bagi kehidupan masyarakat. Dengan begitu, 

konsep ekonomi kerakyatan manytu dengan konsep pemberdayaan 

zakat sehingga terjadi suatu pemikiran tentang bagaimana mengelola 

                                                           
39

Hamid Laonso, Hukum Islam..., Hlm: 123 
40

Hamid Laonso, Hukum Islam..., Hlm: 124 



 

40 
 

 

sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, agar 

dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.
41

 

Pemberdayaan masyarakat miskin dengan menjadikan 

potensi zakat sebagai modal usaha merupakan salah satu alternatif 

untuk membangun kesejahteraan umat secara bersama-sama. 

Bahkan, usaha seperti ini tidak sekedar memenuhi kewajiban zakat 

atas orang kaya terhadap orang miskin, tetapi lebih dari itu bahwa 

zakat yang dikeluarkan berfungsi sebagai sarana pembangunan 

ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di masa 

mendatang.
42

 

 

G. PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK 

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah 

dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya 

untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tidakan yang 

nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lebah atau 

kemiskinan.
43
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Sedangkan arti lain dari pemberdayaan adalah serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebrdayaan kelompok 

yang lemah pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami 

masalah kemiskinan. Maka, pemberdayaan menunjukkan pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, 

yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 

sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
44

 

Dalam pemberdayaan masayarakat dan untuk mengatasi 

masalah sosial ada beberapa modal pemberdayaan masyarakat, 

yaitu:
45

 

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan 

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di 

dalam meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, 

perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat 

bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demograsi 

yang sesuangguhnya karena mereka bisa masuk kesetiap 
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organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan 

tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan 

hidupnya. 

b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat  

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia 

membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, 

mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan 

mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk 

didapatkan kecuali di kota-kota besar. 

c. Pendekatan Pemberdayaan 

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan 

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:
46

 

a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara 

optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan 

masyarakat dari sekat-sekat kuktural dan struktural yang 

mneghambat. 

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan 
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maslaah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan 

segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian masyarakat. 

c. Perlindungan: melindungi masayarakat terutama masyarakat 

yang lemah agar tidak tertindas oleh masayarakat yang kuat 

dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang 

apalagi tidak sehat anatar yang kuat dan yang lemah dan 

mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok 

lemah. 

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat memou menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong 

masayarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi 

semakin lemah dan terpinggirkan. 

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai 

kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu 

menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. 
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Pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif 

yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan 

atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat 

dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para 

musthaik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang 

digelutinya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil 

usahanya atas kredit yang dipinjamnya.
47

 

Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk 

pemberdayaan mustahik apabila dikelola dengan baik, antara lain:
48

 

1. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai 

modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan 

mutu produksi usahanya. 

2. Pendayagunaan yang kreatif, maksudnya penyaluran dalam 

bentul alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain. 

3. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam 

berbagai upaya untukpemberdayaan usaha mikro dan 

pembangunan sebuah proyek. 

4. Penyediaan pendampingan lapangan untuk menjamin 

keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang 
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mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, 

keterampilan dan informasi. 

5. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi 

masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan 

yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, 

pembentukan organisasi. 

 


